
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR J-f) TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organis
fungsi, tepat proses dan tepa
struktur tugas, fungsi p-.--~u~...~~

b. bahwa dalam rc;u.~p;n..'~~

yang tepat
a aan kemb .

i gan strategisnya,
penyesuaian terhadap

e i ngan sebagaimana dimaksud dalam
erlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

.LI>-,,",""-'-'.'+<U sun an Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja

.....ekret . t Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOILor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018; ~

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tent ~
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah dan erah
Kabupaterr/Kota Yang Melaksanakan enunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pembinaan Dan Pengendalian Pen

10. Peraturan Daerah Kabupa
tentang Pembentukan
(Lembaran Dae
Tambaha ....",,-...JV,¥>

6
Daerah

I

3,

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Jember. ,
6. Pimpinan Fraksi adalah Pimpinan Fraksi-fraksi di DPRD

Kabupaten Jember.
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7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten
Jember.

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jember;
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Jember.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Jember.
11. Anggaran P,endapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBDadalah APBDKabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasa12
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi da

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tu a ecara teknis
operasional berada di bawah dan bertan da Pimpinan
DPRD dan secara administratif ada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat DPRD me
kesekretariatan
fungsi D
ya

ministrasi
arcsanaan tugas dan

'1A'1.-OI ,~·"ordinasikan tenaga ahli
melaksanakan hak dan fungsinya

(4) .q.H:lUj~uelaksanakantugas sebagaimana dimaksud
enggarakan fungsi:

n aan administrasi kesekretariatan DPRD;
e e enggaraan administrasi keuangan DPRD;

. pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa13
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bagian Keuangan dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub Bagian Keuangan; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

d. Bagian Persidangan, membawahi:
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
2. Sub Bagian Kegiatan Komisi.

e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan,
membawahi:
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1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
2. Sub Bagian Perundang-undangan.

(2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris

Pasa14
(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan
urusan keuangan, umum, rumah tangga dan aset,
mengkoordinasikaan penyelenggaraan tugas serta pemberian
pelayanan teknis dan administratif kepada un sur Pimpinan
Anggota DPRD dan tugas lain yang diberikan oleh B i dan
Pimpinan DPRD;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks
Sekretaris DPRD, mempunyai fungsi:
a. penghimpunan bahan pelakeanaan

bagian guna penyusun
b. pengkoordinasia

tugas - tU~~''I-'-R
c. pel~,uj.k1<AI'+~-Y-1J"'IL

(1) ,

dan program kegiatan;
2i{()e!'omaSlan penyusunan data
poran penyelenggaraan kegiatan;
kebutuhan barang dan analisa

eliharaan barang;
pengelolaan dan pemeliharaan barang

dinas, inventarisir barang, pengamanan serta
pemanfaatan barang;

g. pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan
keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga,
perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan
pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa15
(1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, perlengkapan, serta tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan persuratan, kearsipan

dan administrasi perkantoran lainnya;
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b. keamanan dan kebersihan rumah jabatan dan gedung DPRD
serta urusan urusan rumah tangga lainnya;

c. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional dan Prosedur (SOP).
e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasa16
(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. penyiapan sarana prasarana penyelenggaraan ra -rapat,

penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersi lingkungan
kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lairu"",

b. pelaksanaan administrasi dan pe . tri
dinas;

c. penyusunan
tugas.

, mempunyai tugas mengkoordinasikan
enyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi

an kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang
. an oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
b. pembinaan kepegawaian;
c. pengkoordinasian dan penyusunan Analisa Jabatan, Evaluasi

Jabatan, Analisa Beban Kerja dan perjanjian kinerja;
d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan

tugas.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan dan Pelaporan

Pasa18

(1) Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas
menyelenggarakaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat
DPRD, pengelolaan rencana anggaran dan laporan kinerja OPD
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi:
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a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, tahunan, anggaran
dan perubahannya;

b. pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan;
c. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan

assetj'barang milik daerah;
d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)

dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
e. pengkoordinasian penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan

Pasa19

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasi
pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan angan
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pala Bagian
Keuangan dan Pelaporan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaim
Sub Bagian Keuangan mernpunyaj.f ......~A""U~

a. pelaksanaan tata usaha
dan belanja tidak

b. pengkoordi system
info ~.u<:L'::'U"".nco._.

a euangan;
~ILJ.jJL~<A.pia ertanggungjawaban keuangan;

1 kelengkapan administrasi permintaan

........nvia dan pengkoordinasian rekonsilisasi data
angan secara periodik dengan BPKAD;

penyiapan bahan monitoring realisasi penenmaan dan
pengeluaran ;

h. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;

1. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasa110

(1) Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan
dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan
Pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi
meliputi:
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a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;

b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran serta
perubahannya;

c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi;
d. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem

informasi perencanaan dan pelaporan daerah ;
e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan barang;
g. penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan dan perlindungan

assetj barang milik daerah; dan
h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

. (1) Bagian Persidangan mempunyai tugas
rapat-rapat, kunjungan kerja, reses
lain yang diberikan oleh Sekret

(2) Untuk melaksanakan tu
Bagian Persidan
a.

Bagian Keempat
Bagian Persidangan

Pasalll

serta tugas

rapat-rapat,

an yang dilaksanakan oleh DPRD;
catatan rapat dan risalah yang

e
ia asilitasi pelaksanaan reses oleh DPRD;

e pe anaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam
rangka kegiatan DPRD;dan

f. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP).

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Rapat dan Risalah

Pasal12

(1)Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas:
a. menyusun jadwal kegiatan DPRD, bahan darr/atau hasil rapat

DPRD;
b. fasilitasi kegiatan kunjungan kerja DPRD; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Persidangan .
. (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi meliputi:
a. penyusunan rencana jadual kegiatan DPRD;
b. pengumpulan dan menyiapkan bahan rapat-rapat DPRD;
c. penyusunan dan penyediaan naskah sambutan Pimpinan DPRD
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d. penyiapan dan pembuatan risalah hasil kegiatan DPRD;
e. penyiapan dan pendampingan rapat paripurna, rapat gabungan

komisi, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat panitia
khusus, rapat badan anggaran, rapat badan kehormatan, rapat
bapemperda, rap at kerja, rapat dengar pendapat, rap at dengar
pendapat umum dan rapat pimpinan DPRD, dan rapat fraksi serta
pembuatan risalahnya;

f. penyiapan administrasi dan pendampingan kegiatan kunjungan
kerjay peninjauan, koordinasi dan Zatau konsultasi pimpinan
DPRD, badan musyawarah, panitia khusus, badan anggaran,
badan pembentukan perda dan badan kehormatan DPRD serta
pembuatan laporannya;

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Sub Bagian Kegiatan Komisi

Pasal13

(1) Sub Bagian Kegiatan Komisi mempunyai tugas:
a. menyiapkan rancangan jadwal kegiatan rap a

konsultasi komisi;
b. melaksanakan administrasi kegiat
c. melaksanakan tugas lain

Persidangan .
(2) Untuk melaksana

Bagian Ke .
a·R

kerja,

a . gan kunjungan kerja/ peninjauan komisi
an Zatau konsultasi komisi serta penyusunan

n
. a 1 si administrasi persuratan komisi;
. penyiapan baharr/materi koordinasi dengan pihak-pihak terkait
dalam pelaksanaan kegiatan komisi;

e. fasilitasi penyiapan administrasi dan pendampingan pelaksanaan
reses oleh DPRD; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan

Pasal14

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan
mempunyai tugas;
a. melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan, publikasi

kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; .
b. memfasilitasi penerimaan pengaduan masyarakat;
c. memfasilitasi penyusunan dan pembahasan rancangan

peraturan daerah, penyusunan produk-produk hukum DPRD dan
Sekretariat DPRD;

d. mengelola perpustakaan Sekretariat DPRD; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan mempunyai
fungsi meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan kehumasan DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. pelaksanaan acara protokoler DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. pelaksanaan publikasi produk-produk hukum dan kegiatan DPRD

serta Sekretariat DPRD;
d. pemberian fasilitasi penerimaan pengaduan masyarakat yang

ditujukan kepada DPRD dan Sekretariat DPRD;
e. pemberian fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah

prakarsa DPRD, produk-produk hukum DPRD dan Sekretariat
DPRD;

f. penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
g. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu DPRD
h. perencanaan, penyiapan, dan mengadministrasi kebutuhan tenaga

ahli DPRD
1. pengelolaan kepustakaan Sekretariat DPRD; dan
J. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Operasional dan Prosedur (SOP).
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban at naan tugas.

Paragraf
Sub Bagian Hu

ugas:
, keprotokolan dan publikasi

ar PRD;
pengaduan masyarakat; dan

a gas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
asyarakat dan Perundang-undangan.

u elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
gian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan dokumentasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. penghimpunan, pendokumentasian dan penyusunan dokumentasi

DPRD dalam bentuk foto, rekaman, dan visualisasi;
c. fasilitasi kegiatan pers dan media massa
d. penyiapan dan pendistribusian bahan pemberitaan tentang DPRD;
e. penyiapan dan pengaturan keprotokolan pelaksanaan rapat,

upacara dan penerimaan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD;
f. penyiapan kebutuhan dan perlengkapan protokol pimpinan DPRD;
g. pencatatan dan publikasi jadual kegiatan DPRD;
h. pengelolaan website dan majalah DPRD;
1. pengelolaan pemberitaan DPRD di media massa;
J. pemberian fasilitasi penerimaan pengaduan masyarakat yang

ditujukan kepada DPRD dan Sekretariat DPRD;
k. publikasi produk hukum dan kegiatan DPRD;
1. penyusun buku memori akhir masa tugas DPRD; dan
m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.:
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Paragraf2
Sub Bagian Perundang-Undangan

Pasal16

(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:
a. memfasilitasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan

daerah;
b. menyusun produk-produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. mengelola kepustakaan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi meliputi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan

peraturan daerah,
b. pemberian fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah

prakarsa DPRD;
c. penyediaan bahan peraturan perundangan-undanga

dengan perkembangan hukum dan perundang-und
d. penyusunan produk-produk hukum DPRD d
e. pengumpulan, penyimpanan, pemeli

serta publikasi produk-produ
DPRD;

f. perencanaan kebut
g. penyiapan a

ah liD .L.AC' L-P" ' .... 0<lI.

.nerja kelompok pakar atau
raksi;

euangan kelompok pakar atau tim ahli
e ahli Fraksi;
kepustakaan Sekretariat DPRD; dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

BABIV
Tata Kerja
Pasal17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD, Kepala
Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal18
Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal19

(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentrkar
Bupati dari Pegawai Negeri Sipi
persetujuan pimpinan DP
pimpinan fraksi sesuai

(2) Kepala Bagian
diberhenti

dan.
yang

Sekretaris

BABVI
ESELON JABATAN

Pasa120
merupakan jabatan struktural Eselon II b atau

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon III a atau

Jabatan Administrator.
(3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV a atau

Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ,;
Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

Ditetapkan di Jember
pada tanggal f} Maret 2021

ttd

HENDYS

...

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR .1.&

- -------



"

LAMPlRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR :)_~ TAHUN 2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEM

SEKRETARIS DPRD

Bagian
Umurn dan Kepegawaian

Bagian
Keuangan dan

Pelanoran

Sub Bagian
Umum

agian
pat dan Risalah

Sub Bagian
Kegiatan Komisi

...... ==--~-----=~~~

Bagian
Hubungan Masyarakat dan

Perundang-undangan

Sub Bagian
Hubungan Masyarakat

Sub Bagian
Perundang-undangan

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDYS


